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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara pria
dan wanita dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan
untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah.!

Menurut fikih perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang
paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan
itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi
juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya.?

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
menyatakan bahwa Ikatan Suami Istri bedasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,
Perkawinan merupakan Perikatan Suci, Perkawinan salah satu Perjanjian suci
antara Seorang Laki-laki dengan seorang Perempuan untuk membentuk
Keluarga Bahagia®

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan adalah suatu Perkawinan
yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan
Pelaksanaanya adalah merupakan Ibadah. Perkawinan dianggap sah apabila

dilakukan Menurut Hukum Perkawinan Masing-masing Agama dan

1 Amiur Nuruddin dan Akmal tarigan Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia (
Cet.ke-3, jakarta: Prenada Media Group, 2004), him. 43.

2 ABD Kadir syukur, hukum perkawinan di indonesia (cet-1, barito kuala : LPKU, 2015)
him. 43.

3 Rosnidar Sembiring, hukum keluarga harta-harta benda dalam perkawinan (cet.ke-1,
Jakarta Rajawali Pers,2016), him. 42-43.



kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut PerUndang-
Undangan yang berlaku.*

Dasar Hukum Perkawinan Dalil Al Qur’an Allah swt. Berfirman Qs.
an-Nisa/4:3
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“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika
kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau
budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya.”

Setelah dilangsungkannya Perkawinan yang sah timbullah hak dan
kewajiban Suami Istri secara timbal balik. Demikian juga setelah kelahiran
Anak, mulailah muncul hak dan Kewajiban Orang tua terhadap Anaknya.

Islam telah meletakkan Dasar-dasar yang kokoh dalam pembinaan

sebuah Keluarga yang di dalamnya terdapat unsur Keluarga yaitu: Suami, Istri

dan Anak®. Dalam Hukum Perkawinan Islam hak dan kewajiban yang

4 H. ABD Kadir syukur, op cit, him. 44.

> Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan terjemahnya (surabaya,
halim,2013), him. 77.

¢ Khoiruddin Nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Yogyakarta: Academia
dan Tazzafa,2004), him. 52.



dimaksud salah satu di antaranya adalah Kewajiban dan Tanggung jawab
moril dan materil dari Orang tua terhadap Anak. Anak adalah amanah Allah
yang wajib dipelihara, dididik dan diberi bekal agar dapat menjadi Manusia
dewasa secara fisik dan mental, yang mengetahui dan mengamalkan
kewajiban-kewajiban ~ kepada Allah, Orang tua dan Masyarakat di
Lingkungannya. Hak asuh Anak adalah Wajib karena meniggalkan
Pemeliharaan Anak akan menyebabkan kehancuran masa depan dan mental
Anak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. an-Nisa/4:58
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.””

Ayat diatas ini menjelaskan bahwa Orang tua (bapak dan ibu)
yang mendapatkan amanat dari Allah hendaklah menjaga, merawatnya dan
memeliharanya dengan baik karena Allah memberikan amanat kepada orang

yang berhak menerimanya dan kelak ia akan dimintakan pertanggung

jawabannya. Syari’at Islam memberikan Kewajiban Orang tua untuk

7 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan terjemahnya (Surabaya,
halim,2013), hIm.87.



memelihara keselamatan dan perkembangan Anak, atas dasar pertimbangan
bahwa Anak-anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga baik-baik sebab
mereka akan mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan.

Anak merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa,
karena anak merupakan generasi penerus dari orang tuanya. Oleh karena itu
anak harus dilindungi, diawasi, dan diberi perlindungan dengan sebaik-
baiknya agar anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi
terciptanya suatu Negara yang baik dan bermartabat apabila anak tersebut jadi
sebagai pemimpin. Untuk menumbuh kembangkan Anak dengan baik,
seseorang Anak memerlukan orang yang sanggup untuk mendidiknya dan
memberi perlindungan terhadap Anak agar Anak tetap tumbuh dan
berkembang dengan semestinya.

Faktor utama yang harus dilindungi oleh orang yang mengasuh
Anak adalah faktor lingkungan, karena faktor lingkunganlah yang sangat
menentukan baik atau tidaknya. Anak akan baik apabila dijauhi dari
lingkungan yang buruk, dan begitu juga sebaliknya. Seorang Anak akan
bahagia jika berada dalam asuhan kedua Orang tuanya. Karena dengan
pengawasan dan perlakuan keduan Orang tua kepadanya secara baik akan
menumbuhkan jasmani dan akalnya yang baik®, serta mempersiapkan diri
Anak dalam menghadapi kehidupan di masa akan datang. Akan tetapi realitas
kehidupan sehari-hari tidak sedikit Suami Istri yang terpaksa menempuh jalan

dan memutuskan untuk bercerai. Mengingat betapa pentingnya pemeliharaan

8 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 67.



terhadapt Anak, maka putusnya Perkawinan karena terjadi perceraian tidak
akan menghilangkan Kewajiban. Artinya, ketika terjadi perceraian kedua
Orang tua berkewajiban melaksanakan pemeliharaan Anak.

Pemeliharaan Anak setelah terjadi perceraian dalam fikih biasa nya
dikenal dengan istilah hadanah. Menurut Jumhur Fugaha (mayoritas Ahli
Hukum Islam), bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri yang telah
mempunyai anak maka ibulah yang lebih berhak mengasuh anak tersebut
selama belum menikah dengan laki-laki lain.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa hak asuh
(hadanah) Anak berada di pengasuhan Ibu ketika Anak itu belum mencapai
usia mumayyiz, sedangkan untuk Anak yang sudah mencapai umur mumayyiz,
maka Anak diperbolehkan untuk memilih kepada siapa Anak itu ikut ataukah
kepada lbunya atau bapaknya.®

Hak hadanah ini kemudian menjadi amat rumit ketika terdapat suatu
realitas dalam Masyarakat di Indonesia, yaitu ada seorang Anak yang masih
kecil atau belum mumayyiz dilahirkan dari Orang tua yang beragama Islam
dan Nikah secara Islam, hadanah akibat dari perceraian itu kemudian
Perkawinannya menjadi putus dengan kembalinya Istri kepada Agama yang
dulu Kristen Protestan, kemudian dari masing-masing pihak Suami atau Istri
berkeinginan mendapatkan hak hadanah tersebut dengan argumentasi masing-
masing dari pihak Istri beragumen bahwa Anaknya masih membutuhkan kasih

sayang darinya, sedangkan dari pihak Suami beragumen bahwa jika Anak ikut

9H. ABD Kadir syukur, op cit, hlm.99-100.



Ibunya ia mengkhawatirkan Anak yang belum mumayyiz itu terpengaruh
menjadi pemeluk Kristen Protestan bila ia dalam pemeliharaan ibunya karena
Anak itu lahir secara Islam dari Pernikahan yang Sah secara Islam.

Ada beberapa Pengadilan Agama yang menangani kasus hadanah
yang dimana Ibunya murtad atau kembali kepada Agamanya yang dulu setelah
bercerai dengan mantan suami, lalu bagaimana putusan Pengadilan Agama
mengenai siapa yang lebih berhak menerima hadanah sedangkan si lbu
Murtad.

Ada kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin Penggugat (ayah)
Tergugat (ibu), Tergugat telah kembali ke Agama asalnya yaitu Kristen dan
membawa Anak yang berumur 6 Tahun kerumah Orang tua Tergugat yang
juga beragama Kristen tentu didikkan dan acara keagamaan Tergugat (ibu)
dan Orang tuanya bisa saja mempengaruhi jiwa dan Agama si Anak yang
beragama Islam oleh karena itulah penggugat (ayah) mengajukan gugatan hak
Asuh Anak ini agar akhlak dan Agama si Anak tetap menjadi Muslim yang
baik dan itu merupakan Tanggung jawab penggugat sebagai seorang Ayah dan
seorang Muslim dan sekarang si Anak menjadi tumbuh dan berkembang
dalam lingkungan yang tidak Islami di rumah Orang tua Tergugat yang bukan
Orang-orang Muslim, Saksi-saksi yang memberi keterangan di persidangan
semuanya menyatakan tidak tau Agama si Anak yang dianutnya sekarang
karena si Anak lkut Ibunya yang Non Muslim.

Disisi lain Penggugat (ayah) ternyata kurang akrab dengan Anaknya

jusru yang akrab dengan Anak itu adalah Ibunya karena Penggugat Jarang



berada dirumah dan jika dirumah suka marah dan membentak-bentak dan
tidak jarang memukul Anaknya dan terkadang jika marah mainan si Anak
dibuang, jika ibu si Anak jadi penengah ketika Penggugat Marah, maka
Penggugat akan lebih marah lagi sehingga jika si ayah marah kepada Anaknya
Ibu diam saja kata si saksi yang memberi kesaksian itu karena saksi tersebut
pernah menjadi pembantu rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat
semasa masih dalam satu rumah belum bercerai.

Anak Penggugat dan Tergugat tersebut pernah di periksa kejiwaanya
dalam pemeriksaan jiwa si anak tersebut bahwa hasil pemeriksaan Ekspresi
Anak tidak Bersemangat, tidur teganggu dan ketakutan hebat dan sangat takut
bertemu bapanya, sering bersembunyi di kamar akibat sering dipukul Ayahnya
dan dikurung di kamar dengan sifat ketakutannya tersebut sehingga si Anak
sangat tergantung kepada Ibunya.

Bedasarkan uraian kasus di atas Hakim menimbang bahwa Penggugat
(ayah) Tergugat (ibu) sama-sama memudharatkan jika Anak Ikut keduanya
akan tetapi demi kemaslahatan si Anak lebih berhak bersama Tergugat (ibu)
nya ketimbang Penggugat (ayah) karena meliat dari mental si Anak dan
kejiwaan si Anak membutuhkan kasih sayang seorang Ibu.

Bedasarkan penelusuran Pendapat Ulama Fikih mengenai hadanah
yang di asuh oleh ibu murtad dari kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah
mensyaratkan yang menjalankan hadanah harus beragama Islam, Menurut
Muhyiddin al-Nawawi, hadanah tidak boleh diserahkan ke orang kafir karena

tidak akan wujud kesejahteraan Anak, ia akan merusak Agamanya dan itu



Mudharat yang paling besar. bahwa Anak Muslim tidak boleh diserahkankan
ke orang kafir'?, Menurut al-‘Imrany tujuan kebahagiaan Anak tidak akan
wujud pada orang kafir, tidak dapat dipercaya dia tidak akan mempengaruhi
dan merusak Agamanya jika si Anak Ikut Ibunya yang bermurtad.

Dalam dalil firman Allah, Qs.an-Nisa/4:141
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“dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang
kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”!

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang
Perlindungan Anak No 23 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 11 yang menyatakan
bahwa kekuasaan hak Asuh Anak adalah orang kekuasaan Orang tua untuk
mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh
kembangkan Anak sesuai dengan Agama yang di Anutnya dan kemampuan
bakat serta minatnya, disitu ada dikatakan menumbuh kembangkan Anak
sesuai Agama yang di anut jadi bearti Anak harus diasuh sesuai dengan
Agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spritualnya baik*?, tapi
jika Anak itu diasuh oleh Ibu yang murtad bisa saja mempengaruhi

perkembangan dan pergaulan si Anak, jika anak tersebut tumbuh

10 Slamet Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahat 2 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), him. 178.

HKementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan terjemahnya (Surabaya,
halim,2013), him. 101.

12 presiden Republik Indonesia ,Undang Undang Pelindungan Anak No 23 Tahun 2003.



dilingkungan orang yang Non Muslim akibatnya ini bisa mempengaruhi si
Anak yang asalnya ia dilingkungan Islam tapi setelah ikut Ibunya bisa jadi ia
Ikut Agama Ibu yang murtad tersebut.

Bedasarkan dari hasil Wawancara untuk Observasi awal bapak
H.M.Arifin berpendapat “ mengenai hadanah yang diasuh oleh Ibu yang
Murtad setelah Perceraian, memang masalah ini rumit bila Anak Ikut Ibunya
takutnya Anak terpengaruh oleh Agama Ibunya, tapi Anak tersebut tentu perlu
kasih sayang Orang tua apalagi jika si Anak belum Mumayyiz tentu perlu
kasih sayang, Anak tersebut boleh saja Ikut Ibunya yang bemurtad asalkan
dengan syarat tidak mempengaruhi si Anak dan tidak memaksa si Anak Ikut
bemurtad, jika hak Asuh Anak itu tidak ada jaminan untuk tetap beragama
Islam maka tidak boleh menjatuhkan hadanah ketangan lbunya yang murtad,
tetapi alangkah baiknya hadanah jatuh kepada bapanya agar Agamanya tetap
terjaga. Dalam Undang-Undang di Indonesia tidak ada di temukan namanya
hadanah 1bu yang murtad tetapi dalam Fikih dan Pendapat Imam Mazhab
mengenai ini ada yang tidak membolehka Anak diasuh oleh Ibu murtad yang
tidak membolehkan itu adalah Imam Syafi’iyah dan Hanabilah sedangkan
yang membolehkan adalah Imam Malikiyah dan Hanafiyah akan tetapi
mayoritas di Indonesia menganut Mazhab Imam Syafi’yah oleh karena nya
lebih baik si Anak ikut bapanya dari pada Ibunya yang murtad takutnya akan
mempengaruhi tumbuh kembangnya si Anak, Agama harus di Nomor

satukan”.1®

13\Wawancara Observasi awal, H.M. Arifin, kamis 21 maret, jam 10.00.
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Bedasarkan hal diatas tersebut Penulis tertarik untuk melakukan
Penelitian lebih mendalam mengenai Pendapat Ulama karena ada Perbedaan
Pendapat Ulama dan Hakim mengenai hadanah yang diasuh oleh Ibu murtad.
Oleh karenanya, Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Ulama Kota
Banjarmasin memandang fenomena ini, untuk itu Penulis menuangkannya ke
dalam karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul “pendapat ulama di kota
Banjarmasin tentang hadhanah yang diasuh oleh ibu murtad setelah

terjadinya perceraian”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka adapun

yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pendapat ulama tentang hadanah yang diasuh oleh ibu yang
murtad setelah terjadinya perceraian?

2. Apa alasan hukum yang mendasari pendapat ulama tentang hadanah yang
diasuh oleh ibu murtad setelah terjadinya perceraian?

. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama tentang hadanah yang diasuh oleh ibu
yang murtad setelah terjadinya perceraian.

2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari pendapat ulama tentang

hadanah yang diasuh oleh ibu murtad setelah terjadinya perceraian.
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D. Singnifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan bermemfaat sebagai:

1. Aspek teoritis (keilmuan) sebagai sarana untuk menambah wawasan dan
pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi Penulis sendiri
maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang
“pendapat ulama di Kota Banjarmasin tentang hadhanah yang di asuh
oleh ibu murtad setelah terjadi perceraian”.

2. sebagai sarana bagi Penulis untuk memberikan informasi dan referensi
bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada
permasalahan yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda.

3. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada
umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak yang

berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional
Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam
penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya
dengan penelitian ini sebagai berikut:
1. Pendapat adalah pemikiran atau tindakan '* dalam hal ini adalah «
pendapat ulama di Kota Banjarmasin tentang hadhanah yang di asuh

oleh ibu murtad setelah terjadi perceraian”.

14 Tim penyusun, kamus besar indonesia, (jakarta: pelita,1998), him. 39.
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2. Ulama menurut W. J. S. Poerwadarminta dalam kamus besar bahasa
Indonesia, definisi Ulama adalah orang yang Ahli dalam hal atau dalam
pengetahuan Agama Islam atau orang yang pandai dalam hal Agama
(alim) . Keteria ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
terdaftar dalam Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI)

3. hadanah adalah mengasuh, memelihara dan mendidik Anak hingga
dewasa atau mampu berdiri sendiri. Suami istri memikul kewajiban untuk
mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, pertumbuhan jasmani,
rohani, kecerdasan dan pendidikan Agamanya'®. Adapun yang dimaksud
peneliti di sini adalah hadanah yang diasuh oleh ibu yang murtad setelah
terjadi perceraian.

4. Murtad adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang
dilakukan oleh seseorang, sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama

yang diyakini sebelumnya.t’

F. Kajian Pustaka
Untuk menghindari kesalah pahaman dan memperjelas yang akan
penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian

yang telah ada dengan yang penulis ingin teliti, yaitu:

15W. J. S. Poerwadarminta, kamus besar bahasa indonesia, (jakarta: balai pustaka,1997),
him. 1120.

16 S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), him. 322.

17W.J.S. Poerwadarmita, op cit,him. 664.
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Skripsi Zainal Abidin Nim (12011100064) yang berjudul *“ hadhanah
oleh ibu non muslim Analisis Putusan nomor: 154/pdt.G/2011/PA. PIk.
(skripsi 2016) Fakultas syariah, Jurusan Hukum Keluarga, IAIN Antasari
Banjarmasin, Penelitian ini membahas tentang hak asuh anak kepada Ibu yang
non muslim, yang sebelumnya Ibu selaku Tergugat adalah muslim dan setelah
bercerai menjadi non muslim (Kristen), sehingga bapak selaku penggugat
merasa khawatir dengan pendidikan Agama si anak, dan dalam proses
persidangan ternyata Majelis Hakim memutuskan Ibu yang non muslim tetap
berhak mengasuh anak yang muslim dengan alasan pihak penggugat tidak
dapat membuktikan dalilnya yang hanya membawa satu orang saksi. Sehingga
penulis membahas bagaimana pertimbangan majelis hakim yang tetap
mempertahankan hak asuh anak tetap jatuh kepada lbu non muslim dan
bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap hak asuh anak
Ibu non muslim.

Skripsi Rahmat Hidayat yang berjudul “Studi Komparatif Konsep Imam
Hanfi dan Imam Ahmad Ibn Hambal Tentang Pemberian Hak Asuh Anak
Terhadap Isteri Murtad” (Skripsi 2006) Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan
Ampel Surabaya, dalam pembahasan tersebut adalah mengenai konsep Imam
Hanafiyah dan Imam Ahmad Ibn Hambali dalam mensyaratkan atau tidak
adanya seorang hadanah beragama Islam

Berdasarkan uraian di atas tadi maka penelitian yang penulis lakukan
jelas berbeda karena penelitian Penulis menggunakan pendapat ulama dengan

teknik wawancara langsung ke ulamanya. Persamaanya adalah sama-sama
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membahas hadhanah yang di asuh oleh Ibu Murtad tetapi beebeda teknik
penelitiannya Penulis membahas bagaimana Pendapat Ulama Tentang

hadanah yang diasuh oleh Ibu murtad setelah terjadinya perceraian.

Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dan terperinci mengenai materi yang menjadi
pokok-pokok penulisan desain operasional skripsi ini dan untuk memudahkan
para pembaca dalam mempelajari urutan penulisan ini maka penulis
menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat kerangka dasar
penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, signifikan penelitian, definisi operasiaonal, kajian pustaka
merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan
sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab Il, memuat tentang landasana teori yang mencakup uraian tentang
masalah-masalah yang berhubungan dengan objek peneliti melalui teori-teori
yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan
masalah yang di teliti.

Bab 11, merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan
lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik
pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahapan

penelitian.



15

Bab IV, memuat tentang penyajian data dan analisis data, yang
meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V, memuat sebagai penutup, pembahasan dengan memberikan
kesimpulan, saran, dan di halaman terakhir akan dilampirkan daftar rujukan

dan lampiran lainnya.



